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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 268
ayat (4), Pasal 269 ayat (2), dan Pasal 275 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Laik Operasi

dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6639);
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Menetapkan

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya
disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan
bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan
administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan
kegiatan perikanan.

2. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya
disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan
kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang
telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan
aktivitas kapal perikanan.

3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan

usaha dan/atau kegiatannya.
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Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung
lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan
ikan, mendukung  operasi = penangkapan ikan,
pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan
ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi
perikanan.

Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan
untuk menangkap ikan, termasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan
ikan.

Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka
dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut,
memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Transmiter SPKP adalah alat yang dipasang dan
diaktifkan pada Kapal Perikanan tertentu yang berfungsi
untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya
dari Kapal Perikanan secara langsung kepada pusat
pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan
satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.

Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia
Transmiter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang
memberikan layanan komunikasi data pemantauan
Kapal Perikanan.

Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, perusahaan
perikanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau
perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan
Kapal Perikanan yang menggunakan Transmiter SPKP.
Airtime Fee adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang
harus dibayar oleh Pengguna SPKP kepada Penyedia
SPKP.

Surat Keterangan Aktivasi Transmiter yang selanjutnya
disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang
menyatakan bahwa Transmiter SPKP online pada Kapal
Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat

dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan.
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Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang
mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya
disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil
pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan
teknis Kapal Perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang
melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan
Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan
Kapal Penangkap lkan.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan
sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk
proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,
analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan
keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi
serta penegakan hukum dari peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh
pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk
mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya
hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Kementerian adalah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
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kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
mempunyai tugas di bidang pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT
PSDKP adalah unit kerja yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB II
STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

Pasal 2

Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal
Perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan
Perikanan yang akan melakukan kegiatan Perikanan
harus melaporkan rencana keberangkatan Kapal
Perikanan kepada Pengawas Perikanan.

Laporan rencana keberangkatan Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan Kapal
Perikanan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan dengan melampirkan persyaratan
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3
Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan
pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan
teknis Kapal Perikanan.
Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan

kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana



